KEWAJIBAN PENCANTUMAN NAMA CALON NOTARIS DALAM AKTA SAAT MAGANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017

ARAHMAT PANCA P U, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

UNIVERSITAS ) ) . . . . ) .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie , H., 2008 (b), Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU NO.
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung

., 2014, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung

, 2014, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung

Anshori, Abdul Ghofur, 20016, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Ull Press,
Yogyakarta

Ashofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta
HS, Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu
Media Publishing, Malang

Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta

M, Marwan, dan Jimmy, P., 2009, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete
Edition), Reality Publisher, Surabaya

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung

ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for
Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan,
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Pitoyo, Whimbo, 2010, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Visi Media,

Jakarta

Santoso, Nanda, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya.



KEWAJIBAN PENCANTUMAN NAMA CALON NOTARIS DALAM AKTA SAAT MAGANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017

ARAHMAT PANCA P U, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

UNIVERSITAS ) ) . . . . ) .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, Mandar Maju, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif,
Rajawali Pers, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta

Sugiono, 2006, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung

Sunggono, Bambang, 2010, Metodologi Penelitan Hukum, RajaGrafindo Persada,
Jakarta

Sutopo, Ariesto Hadi, 2010, Terampil Mengolah Data Kualitatif, Prenada Media
Group, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta

Tobing, G.H.S Lumban, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R.
Tjitrosudibio Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor



KEWAJIBAN PENCANTUMAN NAMA CALON NOTARIS DALAM AKTA SAAT MAGANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017

ARAHMAT PANCA P U, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

UNIVERSITAS ) ) . . . . ) .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan,
Pemberhentikan dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2129)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 tentang
Ujian Pengangkatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1669)

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017
tentang Magang

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 10/Perkum/IN1/2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia
Nomor: 06/Perkum/IN1/2017 Tentang Magang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50P/HUM/2018

C. Jurnal, Karya llmiah

Anwar, Agus, dkk., “Pengkajian Hukum Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Notaris Di Propinsi DKI Jakarta”, Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengkajian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jakarta 20009.

Elfira, Selvia, “Pelaksanaan Bimbingan Magang Pada Kantor Notaris Di
Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Hutapea, Hanna, Nathasya Rumia, “Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam
Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional”, Jurnal Volume 1l,
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016

Kusumoningrum, Yetty, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

Malute, Daniela, “Kesiapan Notaris Terhadap Ketentuan Magang Bagi Calon
Notaris Pada Kantor Notaris Di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabtan Notaris”, Tesis, Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 2015.

Prabowo, Triyanto Setyo, “Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang
Terhadap Kerahasiaan Akta”, Jurnal Repertorium Volume IV No.2 Juli-
Desember, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, 2017.



KEWAJIBAN PENCANTUMAN NAMA CALON NOTARIS DALAM AKTA SAAT MAGANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017

ARAHMAT PANCA P U, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

UNIVERSITAS ) ) . . . . ) .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sujanayasa, | Komang, dkk, “Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam
Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal, Magister Kenotariatan Universitas
Udayana, Bali, 2016.

Swantoro, Herry, “Pembatalan Akta Notaris oleh Hakim dalam Praktik
Peradilan”, Seminar Nasional Perlindungan Hukum Profesi Jabatan
Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya, Yogyakarta, 11 Februari, 2017.



	DAFTAR PUSTAKA

